
PEivlERINTAH KABUPA TEN \V0N0S0B0 

PKRATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 

NOM0R 2. T AHUN 2004 

TENTANG 

PE:\YE L l·::'\GGARAA.N IZr~ USAI-l~ JASA KONSTH.l TK SI (il iJK) 

I\,1enimbang 

DE~GAN RAHMAT TUHAN YANG l\V\I-JA ESA 

BFPATT WONOSOBO 

,L balnva dalarn rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat 
dibidang penyeknggaraan izin usaha jasa konstruksi sec.am tepat, cepat 
efektif clan disien setia memberikan kepaslian hukum, bagi pcrusahaan 
yang akan mcngikuti pengadaan pekc1jaan .iasa kons1ruksi ; 

b. bahwa kewenangan pemberian izin usaha jasa konslruksi, benlasarkan 
Pasal 14 Pcraturan Pcmerintah Nomor 28 Tahun 2000. mcrupakan 
kewenangan Pemerintah Kabupaten. schinggc1 perlu di:itur 
)cnyelenggaraan izin usahajasa konstniksi ( IUJK ); 

c bahwa penpturan penye.lenggaraan Iz.in L'saha Ja.sa Knnslruksi ( n i.JJ-~) 
climaksud 1l:rlu ditetapkan dengan Peraturan Dacr;1h : 

J. Unclang-undang Nomor l3 Tahun 1 <)50 ten tang Pcmhcntukan 
Daerah-<lacrah Kabupalen Dalam Lingkung,:111 Propinsi Jawa Tengah 
( Re:;tita Negara T::ihun 1950 Nomor 42. cliuncbngkan p;1da t;mggal 8 
Agdstus J 050 ); 

L T Jndang-undang Nomor 8 tahun 1981 tcnlang l lukurn Acara Pidana 
· (Lembaran ~ egara Tahun 1981 Nomor 76. Ta111hahan Lembaran 

Negara Nnmor 3209): 

.~. tJ ndang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tcntang I ar;ingan Praktek 
l\fonopoli clan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( Letnbaran Negara 
Tahun 1999 Nmnor 33 Tamhahan Lcmbarnn ?',jcgar;1 Nomor 3833 ); 

-1 tTndang-unclang Nomor 18 Tahun 1999 tenting fa.;a K onstrub i 
(Lcmharan Negara Tahun 1999 Nomoi· 5-1- Tarnbalwn l .cmbJran 
Negara Nomor 3833): 

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun J 9S)9 lcnl~mg Pcmcrint.1han 
l)acrah (Lcmharan Negara Tahun 1999 \iomor 60. Tamhalwn 
l.emh:mm Ncg;ira Nnmor .38.39) ; 



7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran - egara 
Tahun 1999 Nom~r 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 18.t.8) ; 

Peraturan Pcmerintah Nomor 25 Tahun 2000 k:nt;m g I~cwcnangan 
Pcmerintah dan Kewenangan Propinsi schagai Dal~rah Otonor'n 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nornor 54, Tambahan Lcmbaran 
Negara Nomor 3952); 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 lentang Usaha clan 
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 6~, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955): 
Peraturan, Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tcntang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956); 
Peraturnn Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 
Pcnyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lcmbaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); 
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 hmtang Ketjasarna 
Pemerintah clan Badan Usaha Swasta dalam Pemh;mg1.man clan atau 
Pengelolaan Tnfrastrnktur; 
Keputusan Presiden Nomor 44 Talmn 1999 tentang Teknik 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan lknluk Rancangan 
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan 
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tcntang Pedoman 
Pelaksanaa11 Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah : 

Keputusan ivf enteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 
369:KPTS/!-,,f/2001 Ten.tang Pemberian Izin Usaha .Tasa K.onstruksi 
Nasional; 

15. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339 
/ ·KPTS / M / 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa 
Konstruksi oleh Instansi Pemerintah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten l Wonosobo Nomor 6 Tahun 200? 

Tentang Perubahan Pertama atas Pcraturan Dacrah Kabupatcn 
\Vonosobo Nomor 01 Tahun 2001 Tent;mg Pcrnhr;'nt ukan Urganisasi 
dan Tata Ke1ja Sekretariat Daerah clan Sekrctariat DPRD l(abupalcn 
Wonosobo ( Lembaran Dacrah Kabupatcn \\'onm:oho T ;ihun 200.3 

Nomor 2 Seri D Nomor 1 ). 
17. Peraturan Daerah Kahupatcn \Vo1ios(1bo Nomor 7 Talnm 2002 

tentang Perubah,m Pertama atas Peraturan Daerah KahupatcJJ 
Wonosobo Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pcmhentubn Org;misas i 

clan Tata Ke1:ja Dinas-dinas Kabupaten \Vonosobo 
(Lembaran Daernh Kabupaten Wonosobo Talrnn 2003 Nomor 3 Seri 
D Nomor 2); 

Dengan persetujuan 
DE\VAN PER\\ ' AKILAN RAK.YAT DAER AH l(AB UP ATEl\: \\ O;\t )S()BC) 

j\J E i\.[ lf T U S KA N 

PFRATlff'-.:AN DAER AH KA.BUPATEN \VO},/ 1SCJBc) Tl ·,NT .·'\ 1'-iCi 
Pl·N \ 'F U ,:0-:GU,\RA\1\J IZIN USAHA J A~; ,\ KO:':S .1 J,'. l 'KS! (1 1 'Jk ) 
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KETENTUA..~ UML~1 
Pl.sal 1 

Dalam Pcraturan daerah ini, yang dimaksucl dengan : 
a. Kabupaten aclalah Kabupaten Wonosobo; 
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten \\lonosobo; 
c. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo; 
cl. 13aclan adalah st:kumpulan orang dan / atau modal yang mcrnpakan hsatuan, baik yang 

melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi Perscroan Terhatas, Pcrseroan 
1.(omanditer. Perseroan lainnva. Badan Usaha i\Jilik N,;!!ara atau Daerah dern2an nama clan •' I ~ ~· 

h. 

bcntuk apapun, Persckutuan, Finna, Kongsi, Kopera~i, Lembaga hcntuk usaha tetap clan 
bentuk badan lainnya; 

Dadan Usaha aclalah Badan Usaha di bidangjasa konstruksi; 
.lasa honstrnksi aclalah layanan jasa konsultasi perencanaan peke1:jaan konsttuksi, layanan 
_iasa pelaksanaan pckc1jaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pcngawasan pekei:_jaan 
konstmksi: 
Pekeijaan konstruksi a<lalah keselurnhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan clan 
atau pelaksanaan bese11a pengawasan yang mencakup peketjaan arsitcktur sipil, mekanical, 
elektrical, clan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mew,~judkan 
suatu bangunan atau fisik lain; 
P.erencana Konstrnksi adalah penye<lia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang 

dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu 
mewujudkan peke1:jaan dalam bentuk dokumen perencanaan menjadi hcntuk bangunan atau 
bentuk fisik lainnya; 

1. Pclaksana Konstrnksi adalah penyeclia jasa orang perseorangan atau baclan usaha yang 
dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan ,iasa konstruksi yang mampu 
mcnycknggar.ibn kegiatannya untuk mewujudkan suatu basil pi.:Ti.:'.ncanaan b,1ngunan atau 
bcnlllk fisik lain: 

1. Pc.ngawas Konstruksi adalah penye.:dia jasa orang pcrsi.::orang:m alau b;idan usaha yang 
dinyatakan ahli :vang profosional di bidang penga,vasan jasa knnslrnksi y;ing mampu 
mdaksanakan pckL:1jaan pcngawasan si.::jak awal pclaksanaan pcke1: iaan konstruksi sampai 
s~ lcsai clan serah tcrimc1: 

k. 

I. 

I1in Usaha Jasa 1:.onstruksi yang selat\iutnya tlisebut IUJK a(b!ah izin usaha unlui, 
mclakubn nsaha di bidang konstruksi yang diberikan kepacla oran g (bn M:iu had;m w;aha: 
Pernbahan IUJK adalah kegiatan yang dapat mengakibalkan l,:1jadima ptTubahan alamaL 
pernhahan pemilik I peningkatan Ser•.:pikasi, Klasifikasi dan Ku ;i lifi k.a ~: i h.1gi Badan Csaha: 

111. Daftar Ulang H TJJ( :iclalah keg:i.11an pendaftaran ulang Jti.TK guna pernhinaan dan pengawas 
dil.ikukan sctiap 3 (tiga) tahun sekali; 

n. Sc1iifikasi adalah : 
l) Pros-::s p.;;:nilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi alas 

kmnpetcnsi clan kemampuan usaha di hiclang konstrnksi yang herbcntuk nsaha orang 
pcrscorangan atau badan usaha; atau 

2) Proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi kctrampilan ke1ja clan keahlian 
J.;i:-1:ja se8eorang di hidang jasa . konstrnksi menurul disiplin h \ilrnuan .Jan alau 

ketrampilan tcrkntu clan atau kefungsian clan atau keahlian terlenln . 

o. Scrtifikat adalah : 

1) Tarn.Li lrnJ...li pengakuan dalam pcnetapan klasifikasi clan kualifikasi aLl:; l.omp'-:knsi 
chm kcmampu:m usaha clihidang jasa konstrnksi hatl, \·an g. herbcnt11k orang 
perscorangan atau hadan usaha; atau 

2) Tand,1 bukti pcngakuan ;itas knmpctcns i clan kcmampuan profcsi kc1rampi!m1 kc1ja clan 
1-.cahli;m kc1ja orang pcrse.orangan di bidang jasa konstruksi nKnurul disiplin 1-. ~. ilrnua11 

1 dan at au k0trampilm terter,\u clan atau kefungsian clan at au keahli ,m t<.:·r tenlu. 

,, 
'' 
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bidang jasa ·konstruksi trienurut · bidang · rum sub b1dang pei.eqaan atau ~~01 ngan 
profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di hid :mg _jasa .kon~tru k~i 

menurnt disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tc1icntu dan illau Ld'ungsian dan atau 
keahlian masing-masing; 

q. Kualifikasi aclalah bagian kcgiatan rcgistrasi untuk mcnetapkan pcnggolongan usaha di 
hidang j;isa kons1ruksi menurnt lingkat I kedalaman komp-.· tcnsi dan kc m;nnpuan usalla, 
alau pcnggolongan profesi ketrampilan dan kcahlian kcrja pcrscorangan di bidang jasa 
l.:nn<:trnksi 1nenurut tingkat kedalaman kompctensi clan kemampuan profosi serla keahJian; 

1. Surat Permohon:m Izin yang selanj111nya disebut SPI acblah surat pcnnohonan bcserta 
la1npiran-lampirannya yang dipergunakan untuk mendapatkan SIUJK: 

s. Pcmcriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mcncari, mcngumpulkan, dan mcngolah 
data atau keterangan lainnya dalam rangka pengkajian pennohonan IUJK: 

t. Tim Penerhit,m rt)JK adalah Tim yang bertugas menilai dan mcngkaji scrta melakukan 
pcmeriksaan lapangan atas pennohonan IUJK, Tim penerhit IlJJK adalah Tim yang 
bcrtugas menilai clan mengkaji serta melakukan pemeriksaan lapanagn atas pennohonan 
IUJK: 

u. Kas Daerah aclalah Kas Daerah Kabupaten Wonosobo. 

BAB II 
AZAS DAN TU.JUAN 

Azas 
Pasal 2 

Pengaturan Jasa Konstrnksi berlandaskan pada azas kejujuran, keadilan. manfaat. kcserasian. 

1,escimbangan, kemanclirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, ketertiban clan keselarnatan 
demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. 

Tujuan 
Pasal 3 

Tujuan penyelenggaraan IUJK aclalah untuk melindungi kepentingan m<1s:1arak;:it clan pembinaan 
dibidang jasa konstmksi. 

(1) 

(2) 

C') ,.l 

(4) 

BAB ITT 
KETENTUAN PERIZINAN 

Pasal 4 

Setiap orang clan / atau Badan Usaha yang melakukan kcgiat;in usaha cli hiclang j as;1 

konstrnksi wajib memiliki HJJK dari Bupati; 
Untuk mcmperolch IUJK orang clan atau Badan Usaha \Vajih mcngi si hl angko pcrmohonan 
l,iin secara tertulis kepada Bupati : 
ll,,~.TK dikcluarkan dan ditandatangani okh Bupati; 
T;itacarn dan persyarntan pengajnan HJJK akan diatur dengan 1'-epul:u~.ir1 Bupati .. 

Pasal 5 

lzin 1 rsaha Jasa Konstrnksi diterbitkan berdasrirkan tempatkedudukan perusahaan clan bcrlaku di 
:~duruh wilayah Republik Indonesia. 

4 



(1) 

(2) 

l 

KLASIFIKASI PEKERJAAN ,.. 
Pasal 6 

Badan Usaha Jasa Konsttuksi digolongkan menurut bidang peket:jaannya yaitu : 
a. Bidang Arsitektur; 
b. Bidang Sipil; 

c. Bidang Mekanikal; 
\ 

d. Bidang Elektrical dan; 

e. Bidang Tata Lingkungan. 
Badan Usaha Jasa Konsttuksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci dalam sub 
biclang yaitu: · 

a. Bidang Arsitektur meliputi sub bidang: 
1. Petumahan dan Petmukiman; 
2. Gedung dan Pabrik; 
3. Pertamanan; 
4. Interior; 
5. Perawatan Gedung / Bangunan. 

b. Bidang Sipil meliputi sub biclang: 
1. Drainase dan Jaringan Pengairan 
2. Jalan, Jembatan, Landasan clan Lokasi Pengeboran Darat: 

3. Jalan, Jembatan Kereta ~pi; 
4. Bendung dan Bendungan; 
5. Bangunan Bawah Air; 
6. Reklamasi dan Pengemkan; 
7. Dennaga, Penahan Gelomhang dan Tanah (Break Y\iater and Eetaining Wall): 
8. Pembukaan Areal/ Pemukiman: 

9. Pencetakan Sawah clan Pembukaan Lahan; 
l 0. Pengupasan (Land Clearing); 
11. Pcnggalian / Penambangan; 
12. Konstrnksi Tambang dan P~mbangkit. 

c. Bidang ?\kkanikal meliputi sub billang : 
l. Insta!Jsi Tata Udara / AC clan Pelindung Kebakaran: 
2. Instalasi Lift clan Escalator; 
~ !nstalasi Industri dan Pembangkit: 

4. Instalasi Tem1al / Be1tekanan: 
5. Instalasi ?vfinyak ! Gas / Geotennal ; 
6. Konstruksi Alat Angkat d,m Fasilitas Lepas Lantai; 
7. honst1uksi Perpi1)aan l\..-1il1)'4tk ./ Gas / F~nergi;. 
8. Penvew.ian Alat Berat / Alat Konstruksi. 

d. Bidang Elektrikai meliputi sub bidang : 
1. Instalasi Kelistrikan Pembangkit: 
2. .laringan Transmisi & Distribnsi Kelistrikan; 
3. Instalasi Pemancar Radio, Sarana Bantu Navigasi Udara clan Liut: 
+ lnstalasi Gedung clan Pahrik; 
5, Instalasi Sinyal clan Telekomunikais Kereta Api; 
6. Jaringan clan [nstalasi Sentral Komunikasi; 
7. Instalasi Kontrol dan Instrnmentasi. 

c. Bidang Tata Lingkungan meliputi sub bidang: 
] . Bangunan Pengolahan Air Bersih clan Air Limhah: 
..., Pcrpipaan Air clan Limbah; 
3. Reboisasi / Pcnghijauan: 
4, Pcngcboran Air T anah. 

G 
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2. Arsttektur Jntertor; 
3. Arsitektur Lansekap; -,: 
4. Sub Bidang Arsitektur lainnya. 

b. Bidang Sipil meliputi sub bidang: 
1. Prasarana Keairan; 
2. Prasarana Transportasi; 
3. Strnktur Bangunan Telekomunikasi Gedun:is dll. 

c. Bidang Mekanikal meliputi sub bidang : 
l. Instalasi Udara, Lift dan Eskalator; 
2. Isolasi Termal dan Suara lnstalasi; 
3. Utilitas dan Plumbing; 
4. Instalasi Minyak, Ga<; dan Geotetmal; 
5. Pekerjaan Mekanikal untuk Industri dan Ketenagaan; 
6. Sub Bidang Pekerjaan Mekanikal lainnya. 

d. Biclang Elektrikal meliputi sub bidang : 
1. Instalasi Listrik dan Penangka! Petir; 
2. Instalasi Pembangkit Jaringan, Transmisi dan Distribusi; 
3. Telekomunikasi. 

e. Biclang Tata Lingkungan meliputi sub bidang; 
1. Analisa mengenai Dampak Lingkungan 
2. Teknik Lingkungan; 
3. Pengembangan Kota clan Wilayah; 
4. Sub Bidang Tata Lingkungan lainnya. 

(4) Bidang Uiwha .Tasa Konstrnksi berorientasi layanan terdiri dari : 
a. Bidang Perencanaan meliputi sub bidang ; 

1. Jasa Pendukung Perencanaan: 
2. Jasa Pcrencanaan; 
3. Study~ Pcnehtian clan BantuJn Teknik 

Bidang Pengawasan mdipuli Jasa Pcnga,vasan. 

BABV 
KUALIFIKASI BADA1'\T lTSAHA 

·• · Pasal 7 

( l l Badan Lsaha clapat dikualifikasikan scbagai berikut: 
ii. Pernsahaan Kccil: 
b. Pernsahaan 1vlenengah; 
c. Perusaha.in Bcsm·. 

(2) .Kualifikasi sebagaimana dimaksud aya1 (1) Pasal ini ynitu: 
a. Perusahaan Kecil aclalah perusahaan yang melakukan k(;gialan usaha ckngan modal 

bersih (netto) antara Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) s:1mp;ii ckngan Rp. 
l .000.000.000,00 (satu milyard rupiah) tidak tcnnasuk tanah dan bangunan: 

b. Pcrnsahaan :viencngah aclJtah pcrnsahaan yang mclakukan kcgi;H;in usahn dengari 
modal ht'.rsih (neito) antarn Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyanl rupiah) sampai dengan 
Rp. 10.000.000.000,00 (scpuluh milyard rnpiah); 

c. Penr~ahaan Besar ndalah pernsahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan modal 
bcrsih (ndto) di alas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyard rupiah) . 

\ Pasal 8 

( 1) JU JK sebagairnann dimaksud Pasal 5 peraturan daerah ini clikualifikasi sebagai berikut : 
a. 11.TJK Kccil Tiga (K-3): 
b. IlTJK Kccil Dua (K-2); 
c. TU.lK Kccil Sal11 (K- l); 



I 

(3) 

. d. I l:JK ~tenengab Dua ~ f-2); 
e. IUJK ~ienengah Satu (Ivl-1): 

\ IUil( Besar. \ . 
Kualifikasi JU.TT( schagaimanA dimaksud ayat (l) Pc1sal ini, terdiri dari Sub Bidang sesuai 
dengan Sctiifikasi dari Lembaga Se1tifikasi Asosiasi Jasa Konstrnksi: 
Kualifikasi ITJJK sehagaimana dimaksud ayat (I) Pasal ini yaitu: 
a. IUJK K-3 adalah pernsahaan yang dapat melaksanakan peke1:jaan .1asa konslrnksi 

dcngan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 

h. TTJJK K-2 adalah pernsahaan yang dapat melaksanakan peketjaan jasa konstruksi 
dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (scratus juta rnpiah) sampai dengan Rp. 
400.000.000.00 (empat ratus juta rnpiah); 

c. IUJK K-1 adalah pernsahaan yang dapat melaksanakan peke1jaan jasa konstruksi 
ckngan nilai di atas Rp. 400.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai ckngan Rp. 
1.000.000.000.00 (satu milyard rupiah); 

cl. HJJK l\1-2 aclalah perusahaan yang dapat melaksanakan peke1jaan jasa konstmksi 
dengan nilai di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah) sampai dengan Rp. 
3.000.000.000,00 (tiga milyarcl rnpiah); 

e. nJJK !vl-l adalah perusahaan yang dapat melaksanakari pekerjaan jasa konstntksi 
dcngan nilai di atas Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyard rupiah) sampai dengan Rp. 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyarcl rnpiah); 

f IUJK Besar adalah perusahaan yang dapat melaksanakan peket:jaan jasa konstrnksi 
clcngan nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyard rupiah). 

BAB VI / 
BIAY A DAN CARA PKMBA Y ARAN 

Pasal 9 

L'>esarnya biaya Tl TJK ditetapkan berdasarkan Sub Bidang: 
Biaya ll)K barn / pernbahan clan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasa l ini 
diatur scbagai berikut : · 

No Kualiftkasi l(lasifikasi Sub Bidang 
- · 

a. 

b. 

C,. 

cl. 

C. 
---

f. 

(l) 

(2) 

Kualifika si K-J Rp. 150.000,00 

Kualifikasi K-2 Rp. 200. 000.00 

Kualifikasi K-l Rp. 250.000.00 

Kualifikasi I\J-2 Rp. 500.000,00 

Kualifikasi I\.I-1 Rp. 750.000.00 
. 

Kwilifikasi B Rp. J .000.000.00 

Pasal 10 

Pembayaran hiava dilakukan lunas sckaligus dimuka; . . 
Pembayaran sebagainrnna dimaksucl ayat (1) dilaksanakan di Kas Daerah. 



Pasal 11 

(l) Penanggung Ja\-vab / Pemil~k / Pengurns Pernsahaan Perorangan, Iida k clibenarkan 
merangbp menjacli penanggung ja\\·c1b .! pemilik / peng11n1s pen1sah<1an i:1in, clan \,-ajib 
berlugas penuh (full time), serta bertempat tinggal di Kabupaten: 

(2) Pcnanggung Ja\vab / Pengurns Badan Usaha (CV Aktif / Pasif) dan Perseroan Tcrbatas, 
tidak dibenarkan merangkap menjadi penanggung jawab / pengurns perusahaan bin, clan 
wajib be1tugas penuh (full time); 

n) Perusahaan wajib memasang papan nama pernsahaan. pada ka11tor pernsahaan dengan 
ukuran : 60 Cm. x JO Cm, dengan m;:;ncantumkan N'omor IUJK dan alamat pcrusah,1an: 

(4) ;'\'lemihki Tenaga Teknik Tugas Penuh; 
(5) Tenaga Tekni1' Tugas Penuh tidak dibenarkan merangkap kegiatan usaha clan ,' atau Did:mg 

peke1:jaan lain. clan wa_iib be11~mpat tinggal di wilayah Kahupaten Wonosoho: 
(6) ?vkmasang papan nama perusahaan di lokasi peh1jaan / proyek den gan 1nencanlumkan 

nomor Ill JK . 
(7 ) ivlelakukan claftar ulang IU.TK paling lambat satu bulan sebelrn11 ma sa Il iJ1( berakhir: 
(8) Perusahaan yang IUJK-nya dibekukan: 

a. I3ertanggung_iawab atas pcnyeksaian peke1jaan yang sedang clibksanak,1n; 
b. Tidak dibenarkan untuk ikut serta dalam pelelangan atau mcnerima penun_jukan 

langsung. 
(9) Perusahaan ticlak dibenarkan meminjamkan nama kepada pe111sall ;1a11 lain untuk 

menclapatkan peke1jaan; 
( 10) Pernsahaan tichlk dibenarkan men~'erahkan pelaksanaan pekcrjann kepada pcrnsahann lain 

tanpa perseh1juan pemberi ke1ja; 
(1 l) Pernsahaan yang llJJK-nya dibekukan tidak dihenarkan mclanjutkan peke1:jaan yang 

sedang dilaks.makan, peketjaan tersebut wajih dilaksanakan / diserahkan kepada 
Perusahaan yang mempunyai IUJK. 

(l) 

(2) 
(3) 

(4) 

BAB VIII 
.JANG KA W AKTU D.A .. N DAFTAR FLANG 

Pasal 12 

Jangka waktu berlakunya Izin lJsaha Jasa Konstruksi selama 3 (tiga) tahun: 
Guna kepentingan pcmbinaan dan pengawasan setiap 3 (tiga) tahun wajih daftar nlang; 
Tata cara clan persyaratan pennohonan daftar ulang akan diatur kbih lanjut dengan 
Kepuh1san Bupati; 
Perubahan TTJJI(. 
pemilik/peningkatan 
konstruksi. 

clapat diajukan jika te1:iacli pernbahan 
se1tifikasi, identifikasi dan kualifikasi bagi 

BABIX 
PE1\1BINAAN DAN PENG A \VASAN 

Pasal 13 

al:nnat. pernbahan 
baclan usaha .1asa 

( 1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan pemsahaan tetapi belum memilik IUJK scsuai 
kctentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diberikan pembinaan clan pengawasan: 

(2) Pembinaan dan pcngmvasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan selama 3 

(tiga) bulan olch Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. 
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SANKSI DAN KETENllJAi~ PIDA1"\A 

Pasal 14 

Pdanggaran atas Pcn1tor:1n Daerah ini dikcnakan sanksi berupa : 
a. Peringatan kcrlttLi:-;: 

h. Pcmbclu,m I;in : 
c. Pcncabutan JJ:in . 

Pasal 15, 

Fcringatan lertnlis scbagaimana climaksucl Pasal 14 huruf a, apabila : 
a. Tidak n1cmiliki IUJK: 
h 

C-. 

d. 
e. 
r. 

g. 

h. 
l. 

J. 

Tidak mc1rn1sang papan nama pernsahaan; 
Tidak melaporkan perubahan data pernsahaan: 
Tidak memasang papan nama dilokasi peke1jaan / proyek; 
Tidak mematuhi ketcntuan perpajakan: 
Perusahaan dalamjangka 2 (dua) tahun setebh mendapat IUJK tidal-: melakukan kegiatan 
usaha dafarn bicl,mg konstrnksi: 
Pcnanggungjinvab pcrusahaan mcrangkap menjadi pcnguru pcrnsahaan lain alau tidak 
bertugas penulr 
tenaga tehnik tugas penuh k-\nyata n1crangkap menjadi pengu1\1s perusahaan lain: 
Tenaga kknik 1ugas pi:nuh ,cmyata tm~rangkap dua kegiat;m usaha dan atnu bidang 
pekc1:iaan ~·ang iain pacla perusahaan yang sama; 
Pcnanggung jawab pcrusahaan clan atau tenaga teknik lugas penuh tidak bertempat 
tinggal di ,vil:n·ah Kabupatcn. 

Pasal 16 

Pembekuan izin sebagaimana dimaksu<l Pas al 14 humf b apabila: 
,1. Pcrnsahaan _\img ldah melakukan penyimpangan / pelanggaran sebagaimana tersebut pada 

Pasal 14'. dan ldah mcndapat peringatan secara tert:ulis scbanyak 3 (liga) kali dcngan 
&, tenggang ,vakh1 masing-masing satu bulan, akan tetapi tetap tidak memenuhi kc\v.:ijibannya 

dan ticlak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan; 
b. Penanggung jawab pcrusahaan sedang diperiksa olch Pcngadilan karena didakwn 

melakukan tincbk piclana ekonomi clan pidana lain yang berkaitan dengan kegiatan 
usahanya. 

Pasal 17 

Pencabutan izin schagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c dilaksanakan npabila : 
a. flJJK dipcroleh dcngan mclanggar hukum; 
b. Pcrusahaan tefoh nixndapnl putusan oleh Badan Peradilap yang telah n11.:mp1myai kckuatan 

hukum tetap: 
'-· Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah mendapat sanksi pembckuan pcrusahaan tidak 

mematuhi kewajibannya: 
d. Perusahaan dinyatakan failit dan belum direhabilitasi; 
c. Pcrnsahaan temyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditctapkan untuk 

kegiatan usaha clan atau bidang peke1j,rnn y;:mg bersangkutan: 
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penggunajasa; · 
h. Pcrusahaan telah sccara sengaja atau hlcmbiiat kekeliruan dalam mdaksanak.in pekeijaan 

yang mengakibatkan obyek peh~jaan mengandung cacat atau mengalami proses kcn.1sa_kan 
yang sangat cepat 6 ( enam) bufan; 

1. Pcrusahaan yang ferkcna sanksi pembd:uan ITJ.TK masih mcncari pekcljaan lain. 

Pasal 18 

Peuiatuhan sanksi pembekuan izin maupun peneabutan IUJK selelali mendapat peringatan secara 
tcrtulis scbanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang \Vaktu masing-masing 1 (satu) bulan. 

Pasal 19 

(l) Barang siapa yang melakukan perencanaan · pekerjaan konstrnksi yang tii.lak mcmcnuhi 
ketentuan bteknikan clan mengakibatkan kegagalan pekerjaan k011sl111 ksi atau kegagal an 
bangunan dikcnai pidana paling lamc1 5 (lima) tahun pe1\jm·a atau cli kcnakan cknda paling 
banyak 1 O ~10 ( sepuluh perseratus ) clari nilai kontrak . 
Barang siapa yang melakukan pclaksaman pcke1j~an konstruksi yang bcrtcnta11gan alim 
tidak sesuai ketcntuan keteknil«m yang telah ditethpkan dan mcngakibntk an kegagalan 
peke1:jaan kons!rn ksi atau kegagalan bang:unan dikenJkan pidana paling lama 5 (lima ) 
!,1 J1tJ n fK11iara a1au dil~crwk.ln dcncla p;iling banyak 5 % { lirna pcrscralu s ) dari nilai kontrak 

U) l L;rang • siap.i v,mg md akukan peng,awasan pelaksan aan pd,e1j adn konslruksi dcngan 
,;,;: ngaj :i mc111b cri ksc:mpntan kepacb orang lain yang melaksanaka11 pch :,,ja:m knnstruksi 
rn t,bkuLtn Jk fl>'impangan k rhadap kt:tentuan keteknikan dan meny1;hahkan timbulnya 
kcgagn Lu1 p,:::kci:jann Lonstruksi atau kcgagalan hangunan di1:enJkan pidan;:i paling lama 5 
(lima ) tahim penjara atau clikenakan de11da paling banyak 10 1?'i1 { sepuluh pcrseratus ) daii 
rub i koi,trak. 

BAB Xl 
P ISN\. ID lKA1, 

Pasa! 20 

( l) P1;~nyiclik A 'g:1w:i i ' '\:gc ri Sipll y:mg s1; lanjutnya disebut PPNS adahih Pejnhat Pcgawa i 
\.\:geri Si pi l ter ll.:iniu dilingkungan Pemerintah Daernh yang diht.Ti \V\~wcnang khusus oleh 
r "11dang-und.ing tinfuk melalrnkan pcnyidibn fcrhadap pclanggaran Pcraturan D ;icrah : 

, 2) l\:nyidibn tcrh<1d,1 p pt..'1.mggaran atas pdaksan aan Peraturan Da.::rah ini dilakubn okh 
PPNS ya ng pet1,j:11 1~• b tan. kcwcnangan dan pclaksanaan tugasnya ses11a1 ckngan Pi:::ra lt1r:rn 
Pcn.:ndang- und.1ng,;111 \ ang bcrlaku: 

{ {) \\ cwcnang pe11 yid ik scbagaitnan;i dirnaksucl dalam ayat (1) aclal;ili : 
:i. I\ Ienerima rnrncari dan 1rn.'ngumpulkan sert a nh ·ncli 1i k,:' tcr,ing_:i n aLrn lapor;m 

bcrkcnaan clcngan tindak pidmia clihidang HJ.fl( ag:1 r kclcrangan :i l:ni hporan tcrschu1 
n1cn.iadi le11gL1p dan j elas ; 

b. \ h:·11 tdi1 i. Pl<T,•. ,Fi d,rn n11.:ngt1t ll jHJ! ka n keterangan mcnt ('nai kekr;111 g,111 ora ng .Hall 
h;HLtP 1rnkum k ul;rng kcbcnar;in ·1)crbu;itan yang dil akul,;nr schubungzm d1.:ngan limlak 
pic?:rn;1 di hidan f? lU.H( : 

c. :\ k minta k<: tcr:mg:m clan barang bukti pada orang pribacli atau bad,m s(huhungan 
dcng,)n tinclak nidana dibidang IU.TK: 

d. 1\1crncri ksa buku-buku, catatan-catatan clan dokumcn lain berkcnaan dcngan ti.nclak 
pidana dibidang It.UK; 
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I. Metrunla. oanruan tenaga ~ · ctalat'n' rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang · 
c.IUJK; , . 

g. ivfonyurnh, berhenti , tnelarang ·seorang meninggalkan ruang atau tempat pnda s:wt 
pc1neriksaan sedang bcrlangsung clan memeriksa identitas orang aL'm dokumcn y:i ri t 
chbawa sebagaimana yang dimaksud dalm huruf c: 

h. ~kmotret seorang yang berkaitan dengan tinclak pidana dib iclang IUJK : 
1. ;'vkrnanggil orang unluk didengarkan atau keterangannya dan dipl;riksa sebaga i 

tcrsangka atau saksi : 
J. 1v'lcnghcnt.ikan pcnyiclikan; 
k. J\frlakukan tindakan lain yang pcdu untuk kelancaran penyidi kan tinclak pidana TUJK 

menurut hukum yang clapat clipertanggungjmvabkan. 
( 4) Penyidik \Vajib memberitahukan dimnlainya penyif ikan dan ,vajib menyampaikan has ii 

penyidikan sebagairnana climaksud dalam ayat (1), kepada Pcnuntut l 1mum sesuai ckngan 
tetcntuan yang diatur dalam lJndang-nndm1g Nornor : 8 Tal11m 198 l Tentang Hukum Acara 
Pidana. 

BAB XU 
KETENTUA1"\T PENT.JTUP 

Pasal 21 

l )cnt::m berlakunya Pcratur;in Daerah ini TTJ.lK yang sclama m1 tclah ada, dinyatakan masib 
!clap bcrl ,1 ku sampai habis masa herlakunya iLin 

Pasal 22 

Pcraturan l)acrah ini 11111l,1i bcrlaku pada tanggal diundangkan . 

.\.gar sctiap orang dapal mcngetahuinya, memcrintahkan pengundangannya Peraturan dacrah ini 
clcngan ·pcnemr,nt;mnya dalam Lembnran Dacrah Kabupaten Wonosobo. 

Disahkan di Wonosobo 
pada tanggal 29 \lei 20(H. 

Diu o · . , W nosobo 
Pad 2coi1 .-

t,(~· 
-I -, 

(...;. ~) __ 
Al-I KABUPATEN WONOSOBO 

T-I . I <N Ol\10, l\l\'1 
' . AH KABUP ATEN WONOSOBO 

r .,s~: ,,. . _ / cm . ., 5 SERI \ E NOl\,I OR 1 
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PERA TURAN DAER/\.I·t KABUP A TEN woNoscmo 

NOiv!OR 2 T AHUN 2004 

TENTANG 

l I' L. >JJF L \ S AN U :vt UI\1 

Dalam pembangunan n.isional, jasa konslruksi mcmpun \ai pcr:ui pc11ti11g clan 
i;tratcgis. nKngin gat jasa konstruksi rnenghasilkan produ k akhir hcrup.i hangunan atau 
l--. -:n1n1, phis ik J.1 i11 ny,1. bail-; bernpa s;1rana maupun pras;ir,:n,1 ya11 g bcrfungs i mendukung 
!1,~rlumh1d1:1n c:.konomi. sosial dan h1daya unluk mewu_iudkan masyarabl aclil makmur 
:,:;ing 1111::1.iL:1 111;,kriil clan spirituil t ·:rdasarkan Pancasila clan Undang-umbng Dasar 1945 

fkrdasnrkan Unclang-undang Nomor 18 Talmn 1999 lentang .1:1~ . .1 Konslruksi 
(Ln Peraluran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 dalam Pasal 1,~ dil etapkan bahwa badan 
usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajih memiliki izin usaha 
yang dikduarkan olch Pemerintah Daerah ditempat domisilinya, bcrkaitan clengan itu 
pt:rnberian i1in nsaha jasa konslrnksi bagi badan usaha yang bergen1k di bidang 
pdayanan jasa konstruksi di daerah menjacli kewenangan Pemerintah I(ilhupaten masing
mas111g. 

Dal :i rn pelaksana:mnya, pemberian izin usaha jasa konstruksi ;1dalah unluk 
m-:ncntubn tingkatan clan biclang usaha jasa konstrnksi clari jKntsahaan pacla tahap 
pelclangan maupun pelaksanaannya sesuai dengan besar kecilnya pckc1jaan konstruksi 
yang dilelang . 

Selain pemberian izin Pemerintah Kabupaten juga herke\vajihan memberikan 
pcmbinaan clan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi di Kabupaten berupa · 
?_cn_pnan kclokasi pemsaha \n / lokasi peket:jaan, pcmberi;m arahan clan petunjuk, 
pemherian tcguran, peringahn dan pengenaan sanksi kepada pcl.ingg;irnya yang 
dilaksanakan Tim Terpadu. 

Pcngaturan penyclenggaraan izin usaha jasa konstruksi dalam p,:.ra!uran claerah 
1111 dinrnksmlkan sebagai persyaratan bagi perusahaan jasa konstrnksi yang akan 
mcngiku ti pclelangan dan pelaksanaan peke1jaan jasa konstruksi dengan dana berasal 
dnri APBN. APBD Propinsi dan APBD Kabupaten. 

I)engan ditetapkannya peraturan daerah f.:abupa ten \\'onosobo tl:ntang 
Pcnyclenggaraan Izin Usaha Jasa Konstmksi cliharapkan dapat 111 e\vujuclL111 tertib us:iha 
,iasa konstruksi clan te11ib penyelenggaraan peke1:jaan konstruksi di Kabupatcn \Vonosob,, 
dan mernpunyai kepastian hukum . 

IL PE}';JELASAN PASAL DE:tvfl PAS AL 
Pasal 1 s/d 7 
Pasal 8 aya! (l) 

Ayat (2) 

.. ~ -:ai 1:{) 

P"s:11 o ~ ·:1 :: 

: Cuk11p jelas 
: Cukup jelas 
: yang dimaksud Le111bagn Sertifikasi Jasa Konslruk si .1d.1L1 '1 I cmhag.:i 

yang berwenaag, m'-'nerbitkan scrtifikat jasa konsl; iiLsi scbagaimana 
Keprnen Kfr1praswil Nomor : 369 ·1<.PTS 1\1 :?00 I tc 11 t.1IH] Pcmhcri;in 
Izin Usaha Jasa Konstruksi t '1"asional tLm :<omor 
339; KPTS/~l/2003 tentang PetunJ1th J->1.'.Lt k:,;i 11:1;11 , J ,1:-: ;1 kons1ruksi 
old1 lnstansi Pemerintah. 

: Cukup jelas 
: Cukup jelas. 


